Pemerintah parlementer

Di mana presiden eksekutif terpisah dengan majelis dan terpilih secara independen, ekskutif parlement ini secara organisasi terhubung dengan badan pembuat undang undang. Pemerintah terbentuk dari majelis dan bisa juga terbentuk berdasarkan voting apabila hasil tidak bulat. Lagi pula pemerintah pada kasus terbesarnya membubarkan majelis kemudian mengangkat majelis baru yang terpilih. Jika paradox presidentalism lemah di tengah tengah kekuasaan. Maka tugas pemerintah parlementer adalah untuk menjelaskan mengapa pemerintah effective masih bisa muncul dari kerentanan hubungan dalam majelis dan pelaksana.
Definisi

Pemerintah parlementer memiliki tiga segi:

· Berawal dari majelis, menteri biasanya diambil dari anggota tetap legislatif

· Majelis eksekutif diambil secara kolektif dari kabinet dimana perdana menteri secara trdisional setara dengan yang lain

· Kepala pemerintahan (biasa dipanggil perdana mentri, premier atau ketua perwakilan) bisa dibubarkan oleh majelis melalui voting apabila suara parlemen tidak bulat. Perdana menteri selanjutnya biasanya terpisah dengan kepala Negara bagian.

Sumber Liphart (1992)

Jika Amerika merupakan contoh klasik pemerintahan presidensiil, maka inggris adalah contoh yang paling berpengaruh dalam pemerintahan parlementer. Partai yang menang seusai pemilihan akan memnduduki kepemerintahan dengan membentuk pemerintahan itu sendiri dan pemimpin partai akan menjadi perdana menteri kemudian menujuk 20 kolega untuk menempati kabinet. Kabinet yang terbentuk secara otomatis mengatur system dan difokuskan pada akuntabilitas parlemen karena perdana menteri yang paling kuat sekalipun tidak akan mampu memerintah tanpa adanya dukungan. Pertemuan kabinet diadakan tiap minggu dan dipimpin oleh perdana mentri. Akuntabilitas pemerintah kepada majelis sangat kuat. Semua menteri termasuk perdana menteri itu sendiri diharuskan secara berkala mengajukan pembelaan terhadap kebijakan mereka di dalam rumah (istana pemerintah). Pihak oposisi akan mengajukan voting apabila ada keraguan dan dirasa waktu yang menguntungka untuk melakukan serangan. Bagaimanapun juga mayoritas pemerintahan menawarkan untuk membangun perlindungan untuk melawan serangan. Raja menduduki semua proses politik dalam rapat umum bersama perdana menteri tetapi raja jarang mencampuri keputusan politik.
Sistem partai dan pemerintah parlementer.
Sistem partai sangatlah berpengaruh dalam operasional pemerintahan perlementer. Di mana satu partai pemegang mayoritas dalam majelis (sebagaimana di inggris). Pemerintah stabil, kuat bahkan mungkin berlebihan. Tetapi jika tidak ada partai yang menang dalam mayoritas parlemen ( sebagaimana di sebagian besar Negara continental eropa), pemerintahan koalisi relative lebih lambat terbentuk dan lebih cepat jatuh. Jadi pada dasarnya pemerintah parlementer memiliki dua varian tergantung pada system partai. Dua varian ini memiliki pembahasan yang terpisah.
Pemerintahan satu partai

Pada kasus di inggris, partai adalah jembatan antara cabinet dan majelis. Melalui disiplin partai para eksekutif mendominasi partai mengatur agendanya dan daftar jam. Kabinet secara resmi adalah komite tertinggi di Negara bagian dan juga pimpinan partai dalam rapat tidak resmi. Selama badan partai senior masih ada dalam kabinet 
